
  



LEMBAR TINDAK LANJUT 

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

 

DASAR HUKUM 

Surat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0037/KPA.W13-

A35/SK/PW1.1/I/2025 tanggal Kamis, 02 Januari 2025 perihal Pengawasan Bidang pada 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal mulai Kamis, 10 April 2025 sampai dengan 

Kamis, 26 Juni 2025. 

OBJEK PEMERIKSAAN 

A. Manajemen Peradilan 

B. Administrasi Perkara 

C. Administrasi Persidangan 

D. Administrasi Kesekretariatan 

E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

TEMUAN - TEMUAN 

A. MANAJEMEN PERADILAN 

B. ADMINISTRASI PERKARA 

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

1. Kondisi 

Terdapat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Pengadilan 

Aama Kabupaten Malang yang kurang dari 2 (dua) bulan sebelum berlakunya 

KGB, diantaranya KGB an. Eris Yudo Hendarto dan an. Junaidi Syampurno .  

Kriteria 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Nomor 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

368/KMA/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim dan 

Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

Berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian; 

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian 



Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

Berada di Bawahnya; Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Sebab 

Belum sepenuhnya menguasai peraturan pelaksanaan terkait penyampaian 

pemberitahuan KGB. 

Akibat 

Pemberitahuan kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai tidak tertib. 

Rekomendasi 

Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan sosialisasi terkait 

waktu pemberitahuan KGB yang sesuai ketentuan, yaitu 2 bulan sebelum 

berlakunya , Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingatkan 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala agar ke depannya pemberitahuan 

KGB adalah paling lambat 2 bulan sebelum berlakunya. 

Tindak Lanjut  

Sosialisasi terkait waktu pemberitahuan KGB yang sesuai ketentuan telah 

dilaksanakan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Before After 

Terdapat pemberitahuan Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB) Pegawai Pengadilan Aama 

Kabupaten Malang yang kurang dari 2 (dua) 

bulan sebelum berlakunya KGB, 

Sosialisasi terkait waktu pemberitahuan KGB yang 

sesuai ketentuan telah dilaksanakan oleh Sekretaris 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang 



 

 

 

 



 

 



 

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

1. Kondisi 

Atasan PPID belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengelolaan keberatan atas Informasi baik secara manual maupun secara 

elektronik 

Kriteria 

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 

di Pengadilan, 

Sebab 

Kurang mengetahui ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar 

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Lampiran VIII 

Akibat 

Pemohon keberatan atas layanan informasi tidak dapat menyampaikan 

permohonanya. 

Rekomendasi 

Formulir keberatan atas layanan informsi di sediakan di meja layanan 

informasi juga perlu diswediakan bukti tanda terima pembayaran biaya 

penggandaan informasi sesuai dengan lampiran VII Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 

Tindak Lanjut  

Telah ditindaklanjuti, formulir keberatan atas layanan dan bukti tanda terima 

pembayaran biaya penggandaantelah disediakan di Meja Layanan Informasi 

dan juga telah dibuatkan formulir dalam bentuk Barcode atas layanan 

informasi, serta SOP telah dibuat dan telah di publikasikan melalui website PA 

Kab. Malang.  

Before After 

Atasan PPID belum menetapkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengelolaan keberatan atas Informasi 

baik secara manual maupun secara 

elektronik. 

Telah ditindaklanjuti, formulir keberatan 

atas layanan dan bukti tanda terima 

pembayaran biaya penggandaantelah 

disediakan di Meja Layanan Informasi dan 

juga telah dibuatkan formulir dalam bentuk 

Barcode atas layanan informasi, serta SOP 



telah dibuat dan telah di publikasikan 

melalui website PA Kab. Malang.

 

 



 

 



 
 

 

 

TANGGAPAN OBRIK 

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan 

tersebut.  

 

 

Senin, 1 Juli 2025 

 

 

 

Drs. H.  Misbah, M.H.I. 

Nip. 19651203.199003.1.001  

 


